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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut 

kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat 

dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Penyelesaian Konflik 

Agraria pada Masyarakat Adat Papua telah selesai di susun dan 

berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan 

sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang 

memiliki minat terhadap pembahasan Penyelesaian Konflik Agraria 

pada Masyarakat Adat Papua. 

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis 

terhadap Penyelesaian Konflik Agraria pada Masyarakat Adat Papua. 

Sistem hukum adat bersendikan pada dasar-dasar alam pikiran 

bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang 

menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem 

hukum adat, maka orang harus menyelami dasar-dasar pikiran yang 

hidup di dalam masyarakat Indonesia. Dalam hukum adat hak 

penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah Hak Ulayat, sebagai 

tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum 

keperdataan dan hukum publik. Subyek Hak Ulayat adalah 
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masyarakat hukum adat, baik territorial, genealogik, maupun 

genealogis territorial sebagai bentuk bersama para warganya. 

Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat hukum adat 

perspektif Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman 

Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yaitu 

pada umumnya bersumber pada hak ulayat dimana hak ulayat 

merupakan hak yang tertinggi dalam masyarakat hukum adat. Hak 

ulayat diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria hanya dua syarat 

yaitu eksistensi dan pelaksanaannya. Eksistensi yaitu hak ulayat 

masih ada sampai saat ini, dan pelaksanaannya tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan juga 

peraturan-peraturan lainnya. Hak ulayat tidak dapat dibuat baru 

karena dalam Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatur tentang 

hal ini dimana hak ulayat hanya diakui dengan 3 (tiga) hal yaitu 

masih adanya tanah dari masyarakat hukum adat, masih adanya 

sekelompok masyarakat hukum adat, dan masih adanya pemimpin-

pemimpin adat yang diakui oleh masyarakat hukum adat tersebut. 

Jika salah satu unsur tersebut tidak ada maka otomatis hak ulayat 

tidak dapat diakui dan dinyatakan tidak pernah ada. 
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Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini 

terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, 

sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” 

dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka 

dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima 

berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut 

tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus 

melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di 

masa yang akan datang. 

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh 

pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh 

rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga 

buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi 

bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia. 
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TANAH MEMPUNYAI FUNGSI  

UTAMA DALAM KEHIDUPAN MANUSIA 

 

A. FUNGSI TANAH BAGI MASYARAKAT ADAT 

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan juga 

merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting untuk 

kelangsungan hidup umat manusia. Manusia hidup dan berkembang 

biak, serta melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat 

manusia berhubungan dengan tanah. Setiap manusia membutuhkan 

tempat tinggal sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, oleh 

karenanya tanah sebagai tempat berpijak bagi manusia merupakan 

kebutuhan hidup yang tidak bisa dipungkiri. 
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HAK MILIK MASYARAKAT ADAT 

 

A. HAK MILIK ADAT MENURUT UUPA 

Pengakuan hukum adat sebagai dasar Hukum Agraria Nasional, 

secara tegas dinyatakan atau dirumuskan dalam UUPA Pasal 3 

berbunyi Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 

dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari 

masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai 

dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas 

persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. 
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SISTEM PENGUASAAN DAN  

KEPEMILIKAN TANAH 

 

A. PENGERTIAN PENGUASAAN DAN MENGUASAI 

Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam 

arti fisik, dalam arti yuridis juga beraspek perdata dan beraspek 

publik. Penguasaan yuridis dilandasi hak, yang dilindungi oleh 

hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak 

untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan yuridis 

yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang 

dihaki secara fisik, pada kenyataan penguasaan fisiknya dilakukan 

pihak lain. Misalnya, apabila tanah yang dikuasai disewakan kepada 
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HAK ULAYAT MASYARAKAT  

ADAT DI KABUPATEN KEEROM 

 

A. MENGENAL KABUPATEN KEEROM 

Kabupaten Keerom adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, 

Indonesia. Ibukotanya berada di Arso Kota. Sebelum berdiri sendiri 

sebagai kabupaten otonom, Keerom pernah menjadi bagian dari 

Kabupaten Jayapura. Populasi penduduk ini pada tahun 2018 

berjumlah 55.799 jiwa, dimana laki-laki 29.996 jiwa dan perempuan 

25.803 jiwa, dan tahun 2020 berjumlah 64.136 jiwa. Ada 5 distrik di 

kabupaten ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, 

Papua Nugini, yakni distrik Web, Towe, Yaffi, Waris, dan Arso Timur. 

BAB  
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